|

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 46 TAHUN 201

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 38 TAHUN
2007 TENTANG PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN BAGI PEJABAT

Menimbang

Mengingat

STRUKTURAL ESELON | DAN ESELON Ii DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979

tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun
1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

. bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor

822.824/2502/SJ tanggal 23 September 2011 perihal Perpanjangan
Batas Usia Pensiun (BUP) Pejabat Struktural di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, yang menyatakan bahwa
kewenangan untuk perpanjangan Batas Usia Pensiun ada pada,
Gubernur Sumatera Utara sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian
di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara,

. bahwa berdasarkan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan

huruf b, Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Struktural Eselon |
dan Eselon Il di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara,
perlu dicabut;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, huruf b dan huruf ¢, perlu menetapkan Peraturan Gubernur
tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38
Tahun 2007 Tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi
Pejabat Struktural Eselon | dan Eselon 1l Di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Sumatera Utara;

. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan

Daerah Otonom Propinsi Atieh dan Perubahan Peraturan
Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1103);



. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai
dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2906).

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3041) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43
Tahun 1999 pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974
tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3890);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang, Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 59);

. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kesepuluh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun
1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 23);

. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republi Indonesia Tahun
1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3149) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979
tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 141);

. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1989 tentang Pemberhentian
dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil serta Pemberian
Pensiun Janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1989 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3392);

. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan
Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan
Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4193);



Menetapkan

10. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13
Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
100 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam
Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4194).

11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penilaian Calon Sekretaris Daerah Propinsi dan
Kabupaten/Kota Serta Pejabat Struktural Eselon Il di Lingkungan
Hlabupaten/Kota.

13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi
Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Sumatera Utara Nomor 7);

14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran
Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8);

15.Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara
(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9);

16.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2009
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain
Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Sumatera Utara Nomor 6);

17 . Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2009 tentang
Penetapan Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Staf Ahli Gubernur
Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009
Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

- PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENCABUTAN PERATURAN

GUBERNUR NOMOR 38 TAHUN 2007 TENTANG PERPANJANGAN
BATAS USIA PENSIUN BAGI PEJABAT STRUKTURAL ESELON |
DAN ESELON Il DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA UTARA.



Pasal 1

Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2007 tentang Perpanjangan
Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Struktural Eselon | dan Eselon Il Di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2007 Nomor 38) dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

(1) Batas Usia Pensiun (BUP) Bagi Pejabat Struktural Eselon | dan
Eselon 1l di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tetap
mengacu kepada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 32
Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri
Sipil.

(2) Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Sumatera Utara.
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